
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PERATURAN  BUPATI  BIREUEN 
NOMOR 34 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU DEFINITIF ALOKASI 
DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM  

KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN  RAHMAT  ALLAH  YANG  MAHA  KUASA 
 

BUPATI  BIREUEN, 
 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan 
Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong 

Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, 
dinyatakan dalam hal terjadi perubahan mendasar atas 
kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber 

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak 
terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali; 
 

b. bahwa  sehubungan dengan adanya penyesuaian realisasi 
anggaran penerimaan dan perimbangan Tahun 2019,  
maka Pembagian Alokasi Dana Gampong (ADG) untuk 

setiap Gampong dalam Kabupaten Bireuen  Tahun 
Anggaran 2019 perlu ditetapkan rincian Pagu Definitif; 

   
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu 
Peraturan; 

 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
176, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3963); 
 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

 



4. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 
2014 tentang   Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717) dan telah diubah kedua kalinya 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

 

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bireuen Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 Nomor 62); 

 

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 

Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 118); 

 

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 439); 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU DEFINITIF ALOKASI 
DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM 

KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019. 
   

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 

 
2. Bupati adalah Bupati Bireuen. 

 
3. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut 

Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
 

4. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong 
yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong. 
 

5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan perangkat 
Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah 
Gampong. 

 

 

6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat 

Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.  

 
7. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari 

sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 
 

 

8. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten  dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat 

APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun; 
 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat  APBG, 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong. 

 

 
Pasal  2 

 
 

(1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah dalam rangka menyesuaikan 
realisasi anggaran penerimaan dan perimbangan Tahun Anggaran 2019. 
  

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mengatur Pembagian dan 
Penetapan Rincian Pagu Definitif Alokasi Dana Gampong Untuk Setiap 

Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019. 
 

 
 



  

 
 

Pasal  3 
 

Tata cara pembagian dan penetapan rincian pagu definitif ADG untuk setiap 
Gampong Tahun Anggaran 2019 yang diberikan kepada masing-masing 

Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
 

 
BAB  II 

KETENTUAN  PENUTUP 
 
 

Pasal  4 

 
Peraturan  Bupati  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.  

 
 

 

 

 

  Ditetapkan di Bireuen 

pada tanggal 21 Oktober 2019 
 

BUPATI BIREUEN, 
 
  

                             ttd 
 

 
 

 

SAIFANNUR 
 

Diundangkan di Bireuen 

pada tanggal 21 Oktober 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN, 

 
     ttd 
 

ZULKIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 446 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


